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ABSTRACT

This study entitled "The Implementation ofDiscretion Authority within
the Government" has three statements oj~ the problem. lne first is how the

exercise of discretion authority in government organization works. Second, the

obstacles of the exercise of discretion authority may have. Third, the effort to

overcome those obstacles. The purpose of this study is to find out and analyze

those three problems.

This study is a normative research and uses law political approach, law
regulation approach and historical approach. The materials and data used in this

~a ~ ~

materials. data resource was obtained directly
from the research o~iect..f)l in the area by interviewing tlle source also obtained

in this study is a deductive. The law

theory, the authority theory, the legality principle theory, the relation between
O'En,orJf'Jn'J',ont and the protection law theory were used to analyze

the research.

effective in embody the citizensto be e"'C,e;~l

,11 f..~f·"JI'L""""F:.na1J11Ulf'Z/Jl in

government organtization is a logical consequence and an ineVitability ofwelfare
state in which the government oj" welfare state is the state power who are given

the task and respon.vib/e for the prosperity of the citizen whereas the discretion
authority does not mean can be used at~f freely but still has to ,follow the rule as it

is on er Governmentand
The The exercise of discretion
rnl1'h.f"}]."-,t,, in some obstacles that the

government becomes less effieiell! and less effective. 4fter elaborating into some
as aspect and tIle juridicial aspect.

I~h'';<f''.r,r'lllo~ is actually not easy as it has to involve all

ovn~f''J/~f"J'''O power and judicative

to law

government
0""fl""'11,,7 to caused by

'11n111"1i""l....·,-il'J,"J,- thing is that it also needs the citizens

"J1",.flD.,·~t/],nrl the essence ~fdiscretion authority itselfthat
WI1~e[ller it is fll,.,~n£'nJ ",...,n""n...-

prosperity.

Keywords.- The Exercise ofDiscretion Authority, Tile Government Organization
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 ABSTRAK

Penelitian lnl berjudul Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) rumusan
masalah yaitu Pertama, bagaimana pelaksanaan wewenang diskresi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, hambatan-hambatan apa yang dihadapi.
Ketiga, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketiga persoalan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan
pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan politik
hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Bahan
dan data yang digunakan mempakan data kumulatif yang diperoleh dan dimanfaatkan
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data diperoleh
langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber
serta diperoleh dari bahan-bahan hukum. Proses berpikir dalam penelitian ini
menggunakan deduktif. Teori Pemndang-undangan, Teori wewenang, dan Teori asas
legalitas, teori relasi pemerintah dengan masyarakat dan teori perlindungan hukum
bagi masyarakat digunakan untuk menganalisis penelitian.

Hasil Peneltian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan diskresi dalam
penyelenggaraan pemerintahan mempakan sebuah konsekuensi logis dan mempakan
sebtlah keniscayaan dari kcm:sep negaT'l httkttm materiil, a-im-ana datam }leg-ara hHkHm
materiil pemerintahan merupakan kekuasaan Negara yang diberikan tugas dan
tanggungjawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat, walaupun
demikian bukan berarti kewenangan diskresi dapat digunakan dengan sebebas
bebasnya melainkan hams tetap memperhatikan batasan-batasan seperti yang diatur
dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan
Asas-Asas Ulnum PClllcrintahan Yang Baik (AAUPB). Pelaksanaan Kewenangan
diskresi dalam penyelenggaraan pemerintah temyata juga mengalami beberapa
l(endala yang menyehahkfln penyelenggaraan -pemerintah menjadi kurang efisien dan
efektif.'Setelah menguraikan kedalam beberapa segi seperti dari segi teori, segi
praktis dan dari segi yuridis. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut
sebetulnya bukanlah hal yang mudah, karena akan lnelibatkan semua pihak. Mulai
dari kekuasaan legilastif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif lnelalui kekuasaan
legislasinya perlu mengagendakan sebuah kerangka hukuln untuk menjamin
pelaksanaan wewenang diskresi bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan dan
kekuasaan yudikatif dalam Inelakukan penegakan terhadap penyimpangan
penyimpangan yang terjadi akibat dilaksanakanya wewenang diskresi tersebut. Hal
yang tidak kalah penting nya juga ialah perlu adanya peran masyarakat. MasyaraI<at
juga perlu Inelnahalni esensi dari wewenang diskresi itu sendiri paling tidak dengan
begitu masyarakat bisa Inenilai bagaimana penggunaan dari wewenang diskresi itu
sendiri apakah sudah tepat sesuai ketentuan yang berlaku atau Inalah justru
n1enyimpangi aturan yang ada. Sen1uanya itu untuk Inenjalnin pelaksanaan
wewenang diskresi dalaln penyelenggaraan pelnerintahan beljalan dengan efisien dan
efektif dalam rangka Inewujudkan kesejahteraan bagi Inasyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewenangan Diskresi, Penyelenggaraan Pelnerintahan.
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